
I SALINAN I 

Menimbang 

BUPATI SEKADAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATORAN BOPATI SEKADAO 
NOMOR 25 TAHON 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABOPATEN SEKADAU TAHON ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi prioritas 
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan 

keuangan daerah, refocusing kegiatan, saldo anggaran 
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya, maka perlu 
dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2021; 

b. babwa berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur terhadap 
Rancangan Akhir Peraturan Bupati Tentang Perubahan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau 

Tahun 2021 Nomor : 050/522/PPEP-Bappeda tanggal 16 

Juli 2021 telah rnenyetujuinya; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) 
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat 
(2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah, Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
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Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau 
Tahun 2021. 

Mengingat 1. U ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau 

di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
4. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);omor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan 

Rancangan Peraturan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

11. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1447); 
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Memperhatikan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik lndonesia 
Tahun 2020 Nomor 590); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 

Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 
2018 - 2023; 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Sekadau; 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Sekadau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 4); 
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 

7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukkan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 640 / 16 / SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. 

Pa sea 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau. 
3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sekadau. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sekadau. 

6. Rencana Kerja adalah Dokumen Rencana yang memuat 

Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Perubahan APBD adalah penyesuaian target kinerja dan atau 

prakiraan/rencana keuangan tahunan tahunan Pemerintah 

Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas 
dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD serta 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 
Daerah. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Penetapan Peru bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud 
sebagai: 

a. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan 

b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 

serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

Pasal 3 

Penetapan Perubahan RKPD bertujuan untuk menjamin 
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan. 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 

merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum 

perubahan anggaran, prubahan prioritas dan plafon 
anggaran sementara dan rancangan perubahan Anggaran 
dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021; 

(2) Rincian Peru bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam 
lampiran yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Perubahan 

berfungsi 

Pasal 5 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 

sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan progam 

kegiatan tahunan yang akan dibiayai denagn Anggaran Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 6 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
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2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I 

BAB ll 

BAB Ill 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN 
KEDUA) TAHUN 2021 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAE RAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 

PENUTUP 

BAB IV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 30 Juli 2021 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

Diundangkan diSekadau 
pada tanggal 30 Juli 2021 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

FRANS ZENO 

ARON 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 25 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, -: 

//U?,1//e/ 

RADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 
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